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Domain Kebijakan Memiliki Bobot 13% pada
Instrumen Pemantauan dan Evaluasi SPBE Tahun 2022

e  Merupakan kebijakan internal/pengaturan-pengaturan di dalam kebijakan
yang dimiliki oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

e Penilaian dilakukan terhadap kriteria kekuatan hukum dan ruang lingkup
kebijakan internal yang dimaksud.

e Data Pendukung berupa konsep kebijakan/kebijakan terkait/kebijakan yang
berisi pengaturan terkait.

e Karakteristik Kebijakan yang telah ditetapkan:
o Sekurang-kurangnya kebijakan yang telah ditetapkan Keputusan

Pimpinan Instansi

o Memiliki Nomor
o Telah di tandatangani




03

04

05

DAFTAR INDIKATOR e ot @
KEBIJAKAN INTERNAL ARSITEKTUR SPBE () KEBINAKAN INTERNAL LAYANAN JARINGAN
INSTANSI PUSAT/PEMERINTAH DAERAH INTRA INSTANSI PUSAT/PEMERINTAH DAERAH

KEBIJAKAN INTERNAL PETA RENCANA SPBE 07 KEBIJAKAN INTERNAL PENGGUNAAN SISTEM
INSTANSI PUSAT/PEMERINTAH DAERAH PENGHUBUNG LAYANAN INSTANSI PUSAT/

PEMERINTAH DAERAH

08 KEBIJAKAN INTERNAL MANAJEMEN

KEBIJAKAN INTERNAL MANAJEMEN DATA
KEAMANAN INFORMASI

KEBIJAKAN INTERNAL PEMBANGUNAN 09 KEBIJAKAN INTERNAL AUDIT TEKNOLOGI
APLIKASI SPBE INFORMASI DAN KOMUNIKASI

KEBIJAKAN INTERNAL LAYANAN PUSAT DATA 10 KEBIJAKAN INTERNAL TIM KOORDINASI SPBE
INSTANSI PUSAT/PEMERINTAH DAERAH

Setiap Indikator Kebijakan Berbobot 1.3%



Tata Kelola

Tema

Arsitektur SPBE

Perencanaan SPBE

Keterkaitan Indikator

Indikator 11

Indikator 12

Tema

Manajemen Keamanan
Informasi

Indikator 13

Manajemen Data

Pembangunan dan
Pengembangan Aplikasi
SPBE

Pusat Data

Jaringan Intranet

Integrasi/Kolaborasi
SPBE

Indikator 14

Indikator 15

Indikator 16
Indikator 17

Indikator 18

Audit SPBE

Tim Koordinasi SPBE

Manajemen Umum
SPBE Lainnya

Indikator 20

Keterkaitan Indikator

Indikator 19
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ANALISIS KESENJANGAN
DOMAIN KEBIJAKAN

Capaian Nasional
Pada Rerata Indeks
Domain Kebijakan
SPBE

O 1 Secara keseluruhan capaian Instansi Pusat masih
lebih baik dibanding Pemerintah Daerah

Seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
O 2 diharapkan dapat mencapai nilai 2,6 pada Domain
Kebijakan

O 3 Lebih dari 50% pada Kementerian, LPNK Pemprov
dan Pemkot telah mencapai nilai Baik

O 4 Kelompok Lembaga Lainnya dan Pemkab masih
dibawah 50% yang telah mencapai predikat Baik

%

Instansi 2021 - 2,43 | Pemerintah 2021 - 2,14
Pusat 2022 - 2,77 | Daerah 2022 - 2,32

PERSENTASE DOMAIN KEBIJAKAN SPBE

W indeks >=2,6 M Indeks <2,6

KEMENTERIAN LPNK LEMBAGA PROVINSI KABUPATEN KOTA
LAINNYA

Legend :
® LPNK:Lembaga Pemerintah Non Kementerian
®  Lembaga Lainnya, terdiri dari: Lembaga Setingkat Kementerian, Alat Negara, Lembaga Non Struktural, Lembaga Penyiaran Publik, dsb.



Dasar Hukum Evaluasi SPBE

-+ -LANDASAN HUKUM - - - - -

PP No.28 Tahun 2020 - Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE

Perpres No. 39 Tahun 2019 - Satu Data Indonesia

Perpres No. 132 Tahun 2022 — Arsitektur SPBE Nasional

PermenPANRB No.10 Tahun 2011 - Pedoman Pelaksanaan Program
Manajemen Perubahan

Permenkeu No. 1/PMK.01/2018 - Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Pengelolaan Pemulihan Data

Permenkeu No. 176/PMK.01/2019 - Organisasi dan Tata Kerja Pusat
Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan

Permenkeu No. 184/PMK.01/2019 - Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan

Perka LAN No.2 2019 - Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat Il
PermenPANRB No. 59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
PermenPANRB No.5 Tahun 2020 - Pedoman Manajemen Risiko Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik

Permen PPN No.16 Tahun 2020 - Manajemen Data Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik

Permen PPN No.17 Tahun 2020 - Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia
Permen PPN No.18 Tahun 2020 - Tata Kerja Penyelenggaraan Satu Data
Indonesia Tingkat Pusat

Permenkeu No. 231/PMK.07/2020 - Tata Cara Penyampaian Informasi
Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan, dan Laporan Pemerintah Lainnya
Perban BSSN No.8 Tahun 2020 - Sistem Pengamanan dalam
Penyelenggaraan Sistem Elektronik

Perban BPS No.4 Tahun 2020 - Petunjuk Teknis Standar Data Statistik

Perban BIG No.2 Tahun 2020 - Manajemen Kualitas Informasi Geospasial
Perban BSSN No. 4 Tahun 2021 - Pedoman Manajemen Keamanan Informasi
SPBE dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE

Perban BSSN No.8 Tahun 2021 - Penyelenggaraan Penilaian Kesiapan
Penerapan SNI ISO/IEC 27001 Menggunakan Indeks Keamanan Informasi
Perka ANRI No.14 Tahun 2021 - Pedoman Pelaksanaan Manajemen
Pengetahuan SPBE di Lingkungan ANRI

Kepmen No. 962 Tahun 2021 - Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemantauan
dan Evaluasi SPBE

Pedoman Sekjen Kominfo No.1 Tahun 2018 - TataKelola TI Kementerian

Kominfo



PEMENUHAN KRITERIA UMUM %

(SEDERHANA)

5- OPTIMUM

4 - TERINTEGRASI & TERSTRUKTUR

3 - TERSTANDARDISASI

2 - TERKELOLA

1 - RINTISAN

PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN

KOLABORASI ANTAR INSTANSI, DIEVALUASI,
DIKENDALIKAN, HASIL REVIU DAN REKOMENDASI

SEMUA
Merujuk pada kriteria
muatan/cakupan, proses
dan lingkup penerapan
SEBAGIAN

KONSEP KEBIJAKAN
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Kebijakan Internal Arsitektur SPBE
Instansi Pusat/Pemerintah Daerah




“Merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan
informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan
layanan SPBE yang terintegrasi”

Arsitektur SPBE IPPD adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di IPPD
TUJUAN/MANFAAT KEBIJAKAN

1. Untuk mengatur muatan Arsitektur SPBE agar sesuai dengan Perpres No.95 Tahun 2018 dan Perpres
No.132 Tahun 2022.

2. Untuk mendelegasikan tugas dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal Arsitektur SPBE
kepada unit kerja/perangkat daerah.

3. Untuk memastikan komitmen unit kerjo/perangkat daerah dalom melaksanakan ketentuan
kebijakan internal Arsitektur SPBE.

(&)




Ruang Lingkup

Kebijakan sudah mengatur keselarasan terhadap referensi arsitektur dan muatan 6 (enam) domain
arsitektur SPBE secara menyeluruh di IPPD

Kebijakan sudah mengatur arah integrasi SPBE IPPD dengan Instansi Pusat dan Pemda lainnya.
Kebijakan sudah dilakukan reviu/telaah terhadap perubahan kebutuhan, teknologi, dan lingkungan; serta
inisiatif kebijakan dalam peningkatan/optimalisasi arsitektur SPBE IPPD dengan menghasilkan rekomendasi
tindak lanjut.

Muatan Kebijakan Arsitektur SPBE terdiri dari: Referensi Arsitektur SPBE & 6 (enam) Domain Arsitektur
SPBE.

Referensi Arsitektur SPBE: Arsitektur SPBE IPPD diselaraskan dengan Arsitektur SPBE Nasional.

Arsitektur SPBE Instansi Pusat disusun berdasarkan Renstra.

Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun berdasarkan RPIMD.

6 (Enam) Domain Arsitektur SPBE: Arsitektur Proses Bisnis, Arsitektur Layanan, Arsitektur Data dan
Informasi, Arsitektur Aplikasi, Arsitektur Infrastruktur, dan Arsitektur Keamanan.

Jangka Waktu: Kebijakan Arsitektur SPBE mengakomodir penyusunan arsitektur SPBE per 5 tahun. Reviu
dapat dilakukan paruh waktu dan tahun terakhir, atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Indikator 1: Kebijakan Internal Arsitektur SPBE




REFERENSI ARSITEKTUR SPBE

Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 7 s.d. 12)

Perpres No. 132 Tahun 2022 - Arsitektur SPBE Nasional

PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE

SE Menteri PANRB No. 18 Tahun 2022 - Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur
SPBE dan Peta Rencana SPBE

Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE



INDIKATOR1

Kebijakan Internal Arsitektur SPBE

(1/3)

Levell

Kriteria Pemenuhan Level: IPPD
belum atau sudah memiliki
konsep kebijakan internal
Arsitektur SPBE dimaksud atau
masih dalam proses
pengesahan.

Kriteria Bukti Dukung:

® Draf kebijakan
(peraturan/keputusan)

® Surat Edaran/Kebijakan lain

® Notulensi/catatan/laporan
hasil penyusunan kebijakan

® Undangan rapat
penyusunan kebijakan

® Dokumentasi aktivitas-
aktivitas penyusunan
kebijakan

Level 2

IPPD sudah memiliki
kebijakan internal Arsitektur
SPBE yang telah ditetapkan
dan pengaturan Arsitektur
SPBE mencakup sebagian
Referensi dan Domain
Arsitektur SPBE.

Kriteria Bukti Dukung:

® Sebagian muatan
mengenai Referensi
Arsitektur dan Enam
Domain Arsitektur SPBE
tertuang dalam dokumen
kebijakan IPPD

Level 3

Kebijakan internal yang ada telah
mendukung pengaturan
Arsitektur SPBE yang mencakup
keseluruhan Referensi dan
Domain Arsitektur SPBE.

Kriteria Bukti Dukung:

® Pengaturan/norma Referensi
Arsitektur dan Enam Domain
Arsitektur SPBE diuraikan
secara lengkap tertuang dalam
dokumen kebijakan IPPD.

® Domain Arsitektur SPBE
diantaranya adalah: Arsitektur
Proses Bisnis; Arsitektur Data;
Arsitektur Infrastruktur;
Arsitektur Aplikasi; Arsitektur
Keamanan; dan Arsitektur
Layanan.

NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI ............(K/L/Pemda)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA .............

(2)

3

Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat:
a. Referensi arsitektur

b. domain arsitektur.

Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat :

a. domain arsitektur Proses Bisnis;

v

domain arsitektur Data dan Informasi;
domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
domain arsitektur Aplikasi SPBE;

domain arsitektur Keamanan SPBE; dan

Mmoo a0

domain arsitektur Layanan SPBE.

4

(S)

(6)

Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipetakan dan diselaraskan berdasarkan referensi
Arsitektur SPBE nasional.

Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE
nasional dan (rencana strategis (K/L) / Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah)

Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh
(Unit Kerja/Perangkat Daerah) yang membidangi tugas
dan fungsi ..........




INDIKATOR 1 (6) Penyusunan Arsitektur SPBE dikeordinasikan oleh

Kebijakan Internal Arsitektur SPBE (Unit Kerja/Peranglat Daerah) yang membidangi tugas
dan fungsi ..........
(7) Dalam Imenyusun Arsitektur SPBE, (Unit
(2/3) Kerja/Perangkat Daerah) sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) dapat melakukan konsultasi dengan Tim
Level 4 Koordinasi SPBE Nasional.
IPPD sudah memiliki arah kebijakan internal Arsitektur SPBE yang (8) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengatur integrasi SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah ditetapkan oleh ............ —(Pimpinan K/L/Pemda). dan
Dae.rah, dan/atau -antar IPPD. Secara periodik sudah dilakukan i 1 1a] proses i i Layanan
reviu dan evaluasi.
SPBE di=——=="RJ L7 EChiia), aiteaa (/L7 EelidE)
Kriteria Bukti Dukung: dengan instansi pusat lain dan/atau pemerintah
® Konteks pengaturan sudah mengamanatkan keselarasan daerah.
penyusunan dengan referensi Arsitektur SPBE dan 6 (enam)
domain Arsitektur SPBE, serta pengaturan Arsitektur sebagai
pedoman integrasi penerapan SPBE antar IPPD.
® Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu Hasil Reviu Kebijakan SPBE
terkait kebijakan internal Arsitektur SPBE (yang berisi isu atau s
permasalahan, FEkomendaSi/tindak |anjUt yang aktuaV Pada Pengaturan Peraturan ............. (Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan
berkesinambungan) serta bukti undangan rapat evaluasi berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Arsitektur SPBE Internal .............. (K/L/Pemda)
! . .. .. . .. ! belum ditemukan pengaturan terkait pelaksanaan Reviu berkala pada Arsitektur yang telah
dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi kebijakan distisun:

internal Arsitektur SPBE.
Tindak Lanjut :

Dilaksanakan revisi kebijakan atas Peraturan .............. (Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem
Pemerintahan berbasis Elektronik untuk menambahkan proses reviu berkala pada Arsitektur
yang telah disusun.




INDIKATOR 1
Kebijakan Internal Arsitektur SPBE

(3/3)

PERATURAN ...cooornevereeesnnninnees
Hasil Reviu Kebijakan SPBE NOMOR ... TAHUN ...
7 TENTANG
| tentang Sistem Pemerintahan PERUBAHAN KEBIJAKAN PERATURAN ......co.cooomrueruennans NOMOR ...
SPBE Internal .............
e oo o L tala pade Aghakier yeng wish TAHUN ... TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI
Jourory <o (/L Pemda)
Tindak Lanjut
Dilaksanakan revisi wveenne(PIMIPINGN K/L/Pemda) tentang Sistem
ber menambahkan proses reviu berkala pada Arsitektur DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
yang telah disusun.

e O

Dokumen Pendukung Turunan Kebijakan:
SK, Dokumen Tata Kelola/Manajemen

s g © o
NOMOR KEF 62/MLPIN/HK/ 04/ 2015 o o
o P e——

1

NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
............ (K/L/Pemda)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA ........cccevernenne 5

EreceratssEEYNYNEYG LD .
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Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE
Instansi Pusat/Pemerintah Daerah




“Merupakan dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan serta
pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.”

TUJUAN/MANFAAT KEBIJAKAN

e Untuk mengatur muatan Peta Rencana SPBE agar sesuai dengan Perpres No.95 Tahun 2018 dan
Perpres No. 132 Tahun 2022.

e Untuk mendelegasikan tugas dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal Peta Rencana SPBE
kepada unit kerja/perangkat daerah.

e Untuk memastikan komitmen unit kerja/perangkat daerah dalam melaksanakan ketentuan
kebijakan internal Peta Rencana SPBE.




pdnrb

Ruang Lingkup ° Kebijakan sudah mengatur penyusunan peta rencana SPBE dengan muatan secara menyeluruh di IPPD

° Kebijakan sudah mengatur arah integrasi SPBE IPPD dengan Instansi Pusat dan Pemda lainnya secara
menyeluruh atau pada semua unit kerja/perangkat daerah.

° Kebijakan sudah dilakukan reviu/telaah terhadap perubahan kebutuhan, teknologi, dan lingkungan; serta
inisiatif kebijakan dalam peningkatan/optimalisasi keterpenuhan muatan peta rencana SPBE IPPD dengan
menghasilkan rekomendasi tindak lanjut.

e Muatan Peta Rencana SPBE terdiri atas: Tata kelola SPBE; Manajemen SPBE; Layanan SPBE;
Infrastruktur SPBE; Aplikasi SPBE; Keamanan SPBE dan Audit TIK.

e Peta Rencana SPBE Nasional disusun berdasarkan Arsitektur SPBE Nasional dan RPJMN. Dikoordinasikan
dan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang aparatur negara.

e Peta Rencana SPBE Instansi Pusat disusun berdasarkan Peta Rencana SPBE Nasional dengan Arsitektur
SPBE Instansi Pusat dengan Renstra.

e Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun berdasarkan Peta Rencana SPBE Nasional dengan
Arsitektur SPBE Daerah dengan RPJMD.

e Jangka Waktu: Disusun untuk mengakomodir perencanaan arsitektur SPBE per 5 tahun. Reviu dapat dilakukan
paruh waktu dan tahun terakhir, atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

e Reviu dilakukan berdasarkan: Perubahan Arsitektur SPBE Nasional/Peta Rencana SPBE Nasional,
perubahan Rencana Kerja Pemerintah/Renstra Pusat/Daerah, atau hasil pemantauan dan evaluasi SPBE
Nasional

Indikator 2: Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Pusat/Pemerintah Daerah




REFERENSI PETA RENCANA SPBE

Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 13 s.d. 19)

Perpres No. 132 Tahun 2022 - Arsitektur SPBE Nasional

PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE

SE Menteri PANRB No. 18 Tahun 2022 - Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur
SPBE dan Peta Rencana SPBE

Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE



INDIKATOR 2

Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE

Level 3 NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
Kriteria Pemenuhan Level: SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI ............(K/L/Pem o
Kebijakan internal yang ada telah
Level 2 mendukung pengaturan Peta DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Kriteria Pemenuhan Level: Rencana SPBE yang mencakup MENTERI/KEPALA _.._..................,
Level 1 Kebijakan internal Peta keseluruhan muatan Peta
Kriteria Pemenuhan Level: Rencana SPBE IPPD telah Rencana SPBE (1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam
Konsep kebijakan internal ditetapkan dan pengaturan Pasal 3 ayat (3) huruf b memuat:
terkait Peta Rencana SPBE Peta Rencana SPBE Kriteria Bukti Dukung: a. Tata Kelola SPBE;
IPPD belum tersedia atau mencakup sebagian muatan ® Pengaturan/norma muatan b. Manajemen SPBE;
masih dalam bentuk draft. Peta Rencana SPBE. Peta Rencana SPBE diuraikan c. Layanan SPBE;
secara lengkap tertuang dalam d. Infrastruktur SPBE;

Kriteria Bukti Dukung: Kriteria Bukti Dukung: dokumen kebijakan IPPD. e. Aplikasi SPBE;
® Draf kebijakan ® Sebagian muatan ® Muatan Peta Rencana SPBE f.  Keamanan SPBE; dan

(peraturan/keputusan) B mengenai Peta Rencana diantaranya adalah: tata kelola g.  Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
® Surat Edaran/Kebijakan lain SPBE telah tertuang SPBE; Manajemen SPBE; (2) Peta.Renca.na SPBE sebagaimana dimaksud pada. ayat
® Notulensi/catatan/laporan dalam dokumen Layanan SPBE; Infrastruktur (1) disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan

hasil penyusunan kebijakan kebijakan IPPD SPBE; Aplikasi SPBE; Keamanan SPBE di (K/L/Pemda).
® Undangan rapat SPBE dan Audit TIK.

penyusunan kebijakan

® Dokumentasi aktivitas-
aktivitas penyusunan
kebijakan




INDIKATOR 2

Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE

(2/3)

Level 4

IPPD sudah memiliki arah penerapan Peta Rencana SPBE yang
mengatur integrasi SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah
Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
yang direviu dan dievaluasi secara periodik.

Kriteria Bukti Dukung:

® Konteks pengaturan sudah memiliki uraian Penerapan Peta
Rencana SPBE yang lengkap, serta pengaturan integrasi
penerapan SPBE antar IPPD

® Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi kebijakan
internal Peta Rencana SPBE, bukti undangan rapat evaluasi,
dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi kebijakan
internal Peta Rencana SPBE.

(6) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh .......... (Pimpinan K/I./Pemda) dan menjadi
pedoman dalam penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terin-
tegrasi di .......... (K/L/Pemda), antara .......... (K/L/Pemda)

dengan instansi pusat lain dan/atau pemerintah daerah.

Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:
Pada Pengaturan Peraturan ........... (Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan
berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Peta Rencana Internal .............. (K/L/Pemda)

belum disusun Peta Rencana sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan.

Tindak Lanjut :

Dilaksanakan penyusunan.kebijakan turunan atas Peraturan ..............(Pimpinan K/L/Pemda)
tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik sebagai hasil penyusunan Peta Rencana SPBE
Internal




INDIKATOR 2

Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE

(3/3)
| Kebgsan Lo
T

Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:

Pada Pengaturan Peraturan ...
berbasis Elektronik Pasal ... yang
belum

S— T ) tentang Sistem Pemerintahan

Rencana Internal .......... (KfL/Pemda)

atas Peraturan .........(Pimpinan K/L/Pemda)
an ik sebagai hasil penyusunan Peta Rencana SPBE

Tindak Lanjut :
Oilaksanakan penyusu
tentang Sistem Pemes

TAHUN ... TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI
K/L/Pemda)

Internal DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI/KEPALA .
KEPUTUSAN ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PETA RENCANA 53T e T
| - 313 Protes Sane e Pemel ] el
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI ............(K/L/Pemda) 334 Proses Buns e Teand i PR |
sas b i)
- 316 Proses Bune Puset Seins o
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA - s ]
- 319 proes Sruns st Tobne]  susimbans
3110 Proses Sens Fuse Tear
=T 3311 Proves Suns et Pemel
1o 53  Komd Ehsueing Atren Cwe
LS, vtz S0) v e = 311 Sewretariet Utams.
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Kebijakan Internal
Manajemen Data




“Merupakan pengaturan mengenai manajemen data di Instansi Pusat dan Pemerintah
daerah untuk memberikan panduan arah dan langkah dalam pengelolaan data di IPPD. ”

TUJUAN/MANFAAT KEBIJAKAN

Untuk mengatur proses pengelolaan data agar sesuai dengan Perpres No.95 Tahun 2018, Perpres 39
Tahun 2019, dan Perpres 132 Tahun 2022

Untuk mendelegasikan tugas dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal Manajemen Data
kepada unit kerja/perangkat daerah.

Untuk memastikan komitmen unit kerja/perangkat daerah dalam melaksanakan ketentuan
kebijakan internal Manajemen Data.




Ruang Lingkup Kebijakan sudah mengatur proses pengelolaan data SPBE secara menyeluruh di IPPD

e Kebijakan sudah dilakukan reviu/telaah terhadap perubahan kebutuhan, teknologi, dan lingkungan; serta
inisiatif kebijakan dalam peningkatan/optimalisasi proses pengelolaan data SPBE IPPD dengan menghasilkan
rekomendasi tindak lanjut.

e Manajemen data terdiri atas proses pengelolaan Arsitektur Data, Data Induk, Data Referensi, Basis Data,
Kualitas Data dan Interoperabilitas Data.

e Manajemen arsitektur data: rangkaian proses untuk menetapkan dan menyebarluaskan komponen Arsitektur
Data.

e Manajemen data induk dan manajemen data referensi: rangkaian proses perencanaan, pengumpulan,
pemeriksaan dan penyebarluasan Data Referensi.

e Manajemen basis data: proses pengelolaan kumpulan data yang disimpan di pusat Data Nasional.

e Manajemen kualitas data: proses untuk memastikan data yang dihasilkan dan dikelola secara elektronik
memenuhi prinsip Satu Data Indonesia.

e Penerapan manajemen data pada IPPD mengacu pada Pedoman Manajemen Data (Permen PPN No.16
Tahun 2020).

e Penerapan Manajemen Data dilaksanakan selaras dengan kaidah kebijakan Satu Data Indonesia (Standar
Data dan Interoperabilitas Data)

Indikator 3: Kebijakan Internal Manajemen Data




Gky panrb

REFERENSI MANAJEMEN DATA SPBE

Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 49)

Perpres No. 39 Tahun 2019 - SDI

Perpres No.132 Tahun 2022 - Arsitektur SPBE Nasional

PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE

Perban BPS No.4 Tahun 2020 - Juknis Data Statistik

Permen PPN No.16 Tahun 2020 - Manajemen Data SPBE

Permen PPN No.17 Tahun 2020 - Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia

Permen PPN No.18 Tahun 2020 - Tata Kerja Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Pusat
Perban BIG No.2 Tahun 2020 - Manajemen Kualitas Informasi Geospasial

Permenkeu No. 231/PMK.07/2020 - Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data
Bulanan, dan Laporan Pemerintah Lainnya.

Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE



INDIKATOR 3

Kebijakan Internal Manajemen Data

(1/3)

Level 1l

Konsep kebijakan internal
Manajemen Data IPPD belum
tersedia atau masih dalam
bentuk draft.

Kriteria Bukti Dukung:

® Draf kebijakan
(peraturan/keputusan)

® Surat Edaran/Kebijakan lain

® Notulensi/catatan/laporan
hasil penyusunan kebijakan

® Undangan rapat
penyusunan kebijakan

® Dokumentasi aktivitas-
aktivitas penyusunan
kebijakan

Level 2

Kebijakan internal
Manajemen Data di IPPD
telah ditetapkan

Kriteria Bukti Dukung:

® Konteks penerapan
Manajemen Data SPBE
yang menggambarkan
proses pengelolaan
Manajemen Data dalam

dokumen kebijakan IPPD.

Level 3

Kebijakan internal Manajemen
Data di IPPD telah mengatur
sebagian proses ruang lingkup
Manajemen Data

Kriteria Bukti Dukung:

® Pengaturan/norma penerapan
Manajemen Data SPBE telah
diuraikan secara sebagian
proses ruang lingkup
Manajemen data yang
tertuang dalam dokumen
kebijakan IPPD

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI ............(K/L/Pemda)

NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA ......ccccccvveinnnnnne

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 24
Manajemen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21 huruf ¢ bertujuan untuk menjamin terwujudnya
Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat
diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan,
evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.

Manajemen Data dilakukan melalui proses pengelolaan

arsitektur Data, Data induk, Data referensi, basis Data,

dan kualitas Data.

Manajemen Data dilaksanakan oleh (Unit

Kerja/Perangkat Daerah) yang membidangi tugas dan

Manajemen Data dilaksanakan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.




INDIKATOR 3

Kebijakan Internal Manajemen Data

(2/3)

Level 4

Telah terpenuhi kebijakan internal Manajemen Data di IPPD dan
telah mengatur seluruh proses ruang lingkup Manajemen Data

Kriteria Bukti Dukung:

® Pengaturan/norma penerapan Manajemen Data SPBE telah
diuraikan secara lengkap rangkaian proses ruang Lingkup
Manajemen data yang tertuang dalam dokumen kebijakan
IPPD

® Proses penerapan ruang lingkup Manajemen Data SPBE
diantaranya adalah pengelolaan Arsitektur Data, Data Induk,
Data Referensi, Basis Data, Kualitas Data dan Interoperabilitas
Data.

PERATURAN .......oiiiiiiiiiinen,
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI ............ (K/L/Pemda)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA ..........ccocevvnennnn R

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 24
Manajemen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21 huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya
Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat
diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan,
evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
Manajemen Data dilakukan melalui proses pengelolaan
arsitektur Data, Data induk, Data referensi, basis Data,
dan kualitas Data.
dilaksanakan oleh

Manajemen Data (Unit

Kerja/Perangkat Daerah) yang membidangi tugas dan

Manajemen Data dilaksanakan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.




INDIKATOR 3

Kebijakan Internal Manajemen Data

(3/3)

Kebijakan Lama

A 4

Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:
Pada Pengaturan Peraturan

berbasis Elektronlk Pasal ... yar

Tindak Lanjut :
Dilaksanakan penyusunan kebifakan tutunan dari Peraturan .

Internal

(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan
atur terkait Manajemen 0ata .......... Ak/\/Pemda) belum
disusun Petunjuk Teknis Manajemen Data sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan

e [Pimpinan K/L/Pemda)
tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik sebagal Petunjuk Teknis Manajemen Data

Dokumen Reviu dan

Tindak Lanjut

PERUBAHAN KEBIJAKAN PERATURAN ........cccooces
TAHUN ... TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI

NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

teeeeeee. NOMOR ...

,,,,,,,, (K/L/Pemda)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA .......ccooveiininnnnsy

¥

Kebijakan Baru

KEPUTUSAN ....oovoevivonsssna
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS MANAJEMEN DATA|DI ............(K/L/Pemda)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA .....ooiivniiininnsy

Dokumen Pendukung Turunan Kebijakan:
SK, SOP, Dokumen Tata Kelola/Manajemen

Level 5

IPPD telah menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi kebijakan In
Manajemen Data SPBE dengan menetapkan suatu kebijakan sebagai
bentuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan Manajen Data agar sesuai
dengan kebutuhan IPPD ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.

Kriteria Bukti Dukung:

® Dokumen kebijakan internal penerapan SPBE Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah yang memuat kebijakan Arsitektur SPBE
dan telah optimal (memenuhi kriteria tingkat kematangan level 1 — 4)

® Terdapat dokumentasi aktivitas reviu/penyempurnaan kebijakan
internal Arsitektur SPBE yang memuat rekomendasi;

® Dokumen formal kebijakan internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerat
sebagai optimalisasi yang sesuai dengan rekomendasi hasil
reviu/penyempurnaan; dan

® Optimalisasi kebijakan dapat dipenuhi dengan menetapkan turunan
kebijakan (SK, SE, SOP), dan kebijakan lainnya yang memuat
susbstansi indikator sesuai arah rekomendasi reviu.
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Kebijakan Internal
Pembangunan Aplikasi SPBE




“Pembangunan aplikasi SPBE merupakan suatu proses perancangan aplikasi melalui
siklus pembangunan aplikasi. Aplikasi SPBE merupakan satu atau sekumpulan program
komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas dan fungsi layanan SPBE.
Aplikasi SPBE terpecah menjadi aplikasi umum dan aplikasi khusus.”

TUJUAN/MANFAAT KEBIJAKAN

Untuk mengatur proses pengelolaan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE agar sesuai
dengan Perpres No.95 Tahun 2018.

Untuk mendelegasikan tugas dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal pembangunan dan
pengembangan aplikasi SPBE kepada unit kerja/perangkat daerah.

Untuk memastikan komitmen unit kerja/perangkat daerah dalam melaksanakan ketentuan
kebijakan internal Pembangunan Aplikasi SPBE.




Ruang Lingkup

Kebijakan sudah mengatur siklus dan proses pengelolaan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE
secara menyeluruh di IPPD .

Kebijakan sudah mengatur pengendalian dan keterpaduan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE
pada semua unit kerja/perangkat daerah IPPD dengan Instansi Pusat dan Pemda lainnya secara menyeluruh
atau

Kebijakan sudah dilakukan reviu/telaah terhadap perubahan kebutuhan, teknologi, dan lingkungan; serta
inisiatif kebijakan dalam peningkatan/optimalisasi proses pengelolaan pembangunan dan pengembangan
aplikasi SPBE IPPD dengan menghasilkan rekomendasi tindak lanjut.

Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE berdasarkan Arsitektur SPBE Nasional/IPPD.

Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE diutamakan menggunakan kode sumber terbuka dan sudah memiliki
kemampuan untuk dapat diintegrasikan. Aplikasi SPBE dari kode sumber tertutup, harus mendapatkan pertimbangan
dari Kementerian Kominfo.

Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur yang mengatur siklus
pembangunan dan pengembangan aplikasi (Kementerian Kominfo).

Siklus Pembangunan Aplikasi SPBE terdiri atas: Kajian kebutuhan, perencanaan, rancang bangun, implementasi,
pengujian kelaikan, pemeliharaan, dan evaluasi (SDLC tidak hanya terbatas pada ketentuan tersebut).

Siklus pembangunan bisa menggunakan salah satu framework yang sudah ada seperti SDLC, RAD, Waterfall, Agile
Development Cycle (SCRUM)

Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE dilaksanakan secara terpadu dan terkendali pada unit
kerja/perangkat daerah TIK.

Indikator 4: Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE




REFERENSI PEMBANGUNAN APLIKASI SPBE

Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 34 s.d. 39)

PP No.71 Tahun 2019 - Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE

Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE

Standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Kemkominfo)
Manajemen Proyek TIK, metode Agile, RAD, Waterfall, dll



INDIKATOR 4

Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE

(1/3)

Level 1l

Konsep kebijakan internal
Siklus Pembangunan Aplikasi
SPBE di IPPD belum tersedia
atau masih dalam bentuk
draft.

Kriteria Bukti Dukung:

Draf kebijakan
(peraturan/keputusan)
Surat Edaran/Kebijakan lain
Notulensi/catatan/laporan
hasil penyusunan kebijakan
Undangan rapat
penyusunan kebijakan
Dokumentasi aktivitas-
aktivitas penyusunan
kebijakan

Level 2

Kebijakan internal
Manajemen data di IPPD
telah ditetapkan dan telah
mengatur seluruh siklus
pembangunan aplikasi

Kriteria Bukti Dukung:

® Konteks
Pengaturan/norma
Pembangunan Aplikasi
SPBE telah memuat
seluruh siklus
Pembangunan Aplikasi
SPBE yang telah tertuang
dalam dokumen
kebijakan IPPD

Level 3

Kebijakan internal yang ada telah
mengatur proses konsultasi terkait
seluruh siklus pembangunan Aplikasi
SPBE dengan perangkat daerah yang
menjalankan fungsi pengelolaan TIK.

Kriteria Bukti Dukung:

® Pengaturan/norma bagi seluruh
unit kerja/perangkat daerah untuk
melakukan konsultasi terkait siklus
pembangunan Aplikasi SPBE
dengan Unit kerja lain yang
melakukan fungsi pengelolaan TIK
yang tertuang dalam dokumen
kebijakan IPPD

@® Siklus pembangunan aplikasi SPBE
terdiri atas: Kajian kebutuhan,
perencanaan, rancang bangun,
implementasi, pengujian kelaikan,
pemeliharaan, dan evaluasi.
Sekurang-kurangnya mengikuti
dari Perpres 95/2018.

PERATURAN ....coccviiiiiiiiiiniininnns
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI ............(K/L/Pemda)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA ........ccooiviiininns

(3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE menguta-
makan penggunaan kode sumber terbuka yang dilaksanakan
beidasaikaii siklus peiigeimibaingan sistem yang meliputi tahap:

a. kajian kebutuhan,
b. perencanaan,

c. rancang bangun,

d. implementasi,

e. pengujian kelaikan,
f. pemeliharaan, dan
g. evaluasi.

(7) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE ¢
(K/L/Pemda) sebagaimana dimaksud ayat (4) berkoordina:
dan/atau berkonsultasi dengan (Unit Kerja/Perangkat Daeral
yang membidangi tugas dan fungsi ..........




INDIKATOR 4

Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE

(2/3)

Level 4

IPPD sudah memiliki kebijakan keterpaduan dan pengendalian
pembangunan aplikasi oleh unit kerja/perangkat daerah yang
menjalankan fungsi pengelolaan TIK di IPPD. Selain itu, kebijakan
internal Pembangunan Aplikasi SPBE direviu dan dievaluasi
secara periodik.

Kriteria Bukti Dukung:

® Konteks pengaturan Pembangunan Aplikasi SPBE telah
memuat seluruh siklus pembangunan lengkap, serta telah
menjalankan fungsi pengelolaan TIK di IPPD

® Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi kebijakan
internal Pembangunan Aplikasi SPBE, bukti undangan rapat
evaluasi, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi
kebijakan internal Pembangunan Aplikasi SPBE

(2)-Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada
Pengguna SPBE (K/L/Pemda), keterpaduan dan pengendalian pembangunan aplikasi SPBE se-
bagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas
dan fungsi di bidang .......... dengan dibuatkannya suatu pedoman yang mengatur keterpaduan dan

pengendalian pembangunan aplikasi SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh
Unit Kerja/Perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pusat dan
Pemerintah Daerah.

Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:

Pada Pengaturan Peraturan ........... (Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Pengembangan Aplikasi ..............(K/L/Pemda)
belum disusun Petunjuk Teknis Pengembangan Aplikasi sesuai dengan amanat yang telah
ditetapkan.

Tindak Lanjut :

Dilaksanakan penyusunan kebijakan turunan dari Peraturan ............[Pimpinan K/L/Pemda)
tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik sebagai Petunjuk Teknis Pengembangan
Aplikasi




INDIKATOR 4

Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE

O

O

PERATURAN _...covvvvreercnrennennns
NOMOR ... TAHUN ...
Hasil Reviu Kebijakan SPBE
TENTANG
Analisis:
Fada i i n PERUBAHAN KEBIJAKAN PERATURAN ........ccoovvvimiiiinnnnnnns NOMOR ...
Berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur emb ‘TAHUN ... TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI
belum disusun Petunjuk Teknis Peng \gan Aplikas
dtetakan. o= (K/L/Pemda)
Tindak Lanjut
Oilaksanakan p n darl PEraturan ........ (Pimpinan K/L/Pemda) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
tentang Sistem Pem n Elektronik sebagai Petunjuk Teknis Pengembangan
Aplikasi
MENTERI/KEPALA .....ooovvvorrcennes .
Dokumen Reviu dan @ Kebijakan Baru
Tindak Lanjut
Dokumen Pendukung Turunan Kebijakan:
SK, SOP, Dokumen Tata Kelola/Manajemen
e
[— . 313 Proves Bune Paet Peme] P
= Cemar Gt - PP ———— e e paean
= Cunr oo u v e TR TR By ks s AR oA Mo 007(3737437.3113030
ol o - . = 318 Proses S Puaes Saine - R
13 Mashou Omn Tunsen z = e 317 Proses Sen Puset Pen] | [r===]
e —— T |l
15 e et NowoR Ker ez LTI/ 2010 | ) |
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103 ! +
el e | gt £ o]
T P . E S IV
R
183 Asesammera/ Purmetasn Ko Somt
182 Pernemtuan Konde Target (To S Condeion) KEPUTUSAN ...
:: T arae Perertian 1 stegs O ireterrert an. NOMOR ... TAHUN ...
21 AMoveretweseps _— TENTANG
23 Ve M den Taguan o - PETUNJUK TEKNIS APLIKASI DI (K/L/Pemda)
bvai S
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI/KEPALA .......ccoooiinnins, 5
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Kebijakan Internal Layanan
Pusat Data




“Pusat Data merupakan fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik
dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan
pengolahan data, dan pemulihan data.”

TUJUAN/MANFAAT KEBIJAKAN

Untuk mengatur penerapan Layanan Pusat Data agar sesuai dengan Perpres No.95 Tahun 2018.
Untuk mendelegasikan tugas dalam melaksanakan ketentuan kebijaokan internal layanan pusat
data kepada unit kerja/perangkat daerah.

Untuk memastikan komitmen unit kerja/perangkat daerah dalam melaksanakan ketentuan
kebijakan internal Layanan Pusat Data.




Ruang Lingkup

Kebijakan sudah mengatur implementasi layanan pusat data secara menyeluruh di IPPD

Kebijakan sudah mengatur interkoneksi layanan pusat data dengan Pusat Data Nasional dan Instansi Pusat
dan Pemda lainnya secara menyeluruh, atau memanfaatjan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).
Kebijakan sudah dilakukan reviu/telaah terhadap perubahan kebutuhan, teknologi, dan lingkungan; serta
inisiatif kebijakan dalam peningkatan/optimalisasi implementasi layanan pusat data dengan menghasilkan
rekomendasi tindak lanjut.

Pusat data terdiri dari ketersediaan panduan dan layanan pusat data yang memenuhi persyaratan tertentu
yang diselenggarakan oleh IPPD, atau yang dibangun khusus untuk digunakan secara bersama dan berbagi
pakai oleh IPPD.

IPPD mengoptimalkan pemanfaatan Pusat Data Nasional.

Pusat Data IPPD dapat berbentuk atas Pusat Komputasi atau Pusat Kendali.

Pusat Data harus memenuhi Standar Nasional Indonesia terkait desain pusat data dan manajemen pusat
data, bila belum tersedia standar nasional tersebut, maka dapat mengacu pada standar internasional.
Layanan Pusat Data dilaksanakan berdasarkan prinsip manajemen data dan Satu Data Indonesia.

Indikator 5: Kebijakan Internal Layanan Pusat Data




REFERENSILAYANAN PUSAT DATA

Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 27 & 30)

PP No. 71 Tahun 2019 - Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE

Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE

ANSI/TIA 942 - Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers specifies the minimum
requirements for data centers

SNI 8799:2019 Tentang Standar Pusat Data



INDIKATOR 5

Kebijakan Internal Layanan Pusat Data

(1/3)

Level 1l

Konsep kebijakan internal
Layanan Pusat data yang
digunakan IPPD belum
tersedia atau masih dalam
bentuk konsep atau draft.

Kriteria Bukti Dukung:

® Draf kebijakan
(peraturan/keputusan)

® Surat Edaran/Kebijakan lain

® Notulensi/catatan/laporan
hasil penyusunan kebijakan

® Undangan rapat
penyusunan kebijakan

® Dokumentasi aktivitas-
aktivitas penyusunan
kebijakan

Level 2

Kebijakan internal terkait
Layanan Pusat data IPPD
telah ditetapkan dan
mengatur penggunaannya
pada sebagian unit
kerja/perangkat daerah.

Kriteria Bukti Dukung:

® Terdapat pengaturan
Layanan Pusat data,
terdapat rangkaian
proses pengelolaan data
bagi sebagian unit
kerja/perangkat daerah
yang telah tertuang
dalam kebijakan unit
kerja atau kebijakan IPPD

Level 3

Kebijakan internal terkait Layanan
Pusat data telah mengatur
penggunaan pada seluruh unit
kerja/perangkat daerah di IPPD

Kriteria Bukti Dukung:

® Terdapat Pengaturan Layanan
Pusat data, terdapat rangkaian
proses pengelolaan data bagi
seluruh unit kerja/perangkat
daerah yang telah tertuang
dalam kebijakan unit kerja atau
kebijakan IPPD

NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI ............ (K/L/Pemda)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA .......................,

(1)

2

@3)

Dalam Infrastruktur SPBE,
(K/L/Pemda) melaksanakan fungsi layanan pusat data
di (K/L/Pemdl).

Layanan pusat data di (K/L/Pemda) sebagaimana

menyelenggarakan

dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh unit kerja yang

membidangi tugas dan fungsi .................

Seluruh (Unit Kerja/Perangkat Daerah) di (K/L/Pemda)

harus memanfaatkan layanan pusat data di

(K/L/Pemda).




INDIKATOR 5

Kebijakan Internal Layanan Pusat Data

(2/3)

Level 4

IPPD sudah memiliki arah kebijakan internal terkait Layanan
Pusat Data yang mengatur interkoneksi Layanan Pusat data antar
Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar IPPD
yang direviu dan dievaluasi secara periodik.

Kriteria Bukti Dukung:

® Pengaturan sudah memiliki uraian interoperabilitas
pengelolaan Layanan Pusat data IPPD dengan Layanan Pusat
Data Nasional, yang telah tertuang dalam dokumen kebijakan
IPPD.

® Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi kebijakan
internal Layanan Pusat data, bukti undangan rapat evaluasi,
dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi kebijakan
Layanan Pusat data

(1) Pusat Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal

20 ayat (2) huruf b merupakan beberapa pusat data yang

saling terhubung dan digunakan sec4qra bagi pakai oleh

satuan kerja di lingkungan

Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:
Pada Pengaturan Peraturan ............. (Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan
berbasis Elektronik Pasal .. yang mengatur terkait Layanan Pusat Data Internal

weveeneeee.(K/L/Pemda) belum ditemukan pengaturan terkait pelaksanaan Reviu berkala pada
kebijakan Layanan Pusat data yang telah disusun.

Tindak Lanjut :

Dilaksanakan revisi kebijakan atas Peraturan .............. (Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem
Pemerintahan berbasis Elektronik untuk menambahkan proses reviu berkala pada Layanan Pusat
Data yang telah disusun.




INDIKATOR 5

Kebijakan Internal Layanan Pusat Data

S e

O

Hasil Reviu Kebijakan SPBE
Analisis:
Pada Pengaturan Peraturan
Berbasis Elektronik Pasal .. yang ur
belum disusun Petunjuk Teknis.
ditetapkan.
Tindak Lanjut :
Dilaksanakan p n dari Peraturan ... (Pimpinan K/L/Pemda)
tentang Sistem Pem n Elektronik sebagai Petunjuk Teknis Pengembangan

Dokumen Reviu dan
Tindak Lanjut

NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

-..(K/L/Pemda)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA .......coovvnninennns v

PERUBAHAN KEBIJAKAN PERATURAN ......cccoooiiiiiiiiiinnnnns
‘TAHUN ... TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI

Kebijakan Baru

Ve

Dokumen Pendukung Turunan Kebijakan:
SK, SOP, Dokumen Tata Kelola/Manajemen

s
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Kebijakan Internal Layanan
Jaringan Intra IPPD




“Jaringan Intra Pemerintah merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan
antar Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
Jaringan Intra IPPD adalah jaringan Intra yang diselenggarakan oleh IPPD untuk
menghubungkan antar simpul jaringan dalam Instansi Pusat atau dalam Pemerintah Daerah.”

TUJUAN/MANFAAT KEBIJAKAN

e Untuk mengatur penerapan Layanan Jaringan Intra IPPD agar sesuai dengan Perpres No.95 Tahun 2018.

e Untuk mendelegasikan tugas dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal layanan jaringan intra
IPPD kepada unit kerja/perangkat daerah.

e Untuk memastikan komitmen unit kerja/perangkat daerah dalam melaksanakan ketentuan kebijakan
internal Layanan Jaringan Intra IPPD.




Ruang
Lingkup

Kebijakan sudah mengatur cakupan implementasi layanan jaringan intra IPPD pada seluruh
unit kerja/perangkat daerah.

Kebijakan sudah mengatur arah interkoneksi layanan jaringan intra IPPD dengan Instansi
Pusat dan Pemda lainnya.

Kebijakan sudah dilakukan reviu/telaah terhadap perubahan kebutuhan, teknologi, dan
lingkungan; serta inisiatif kebijakan dalam peningkatan/optimalisasi penerapan jaringan
intra IPPD dengan menghasilkan rekomendasi tindak lanjut.

Dalam penerapan kebijakan layanan jaringan intra IPPD harus memenuhi pertimbangan
kelaikan pengoperasian yang diatur oleh Kementerian Kominfo dan kelaikan keamanan oleh
BSSN.

Indikator 6: Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra IPPD




REFERENSILAYANAN LAYANAN JARINGAN INTRA IPPD

Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 27, 31 s.d. 32)

PP No. 52 Tahun 2000 - Penyelenggaraan Telekomunikasi

PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE
Standar Kemkominfo dan BSSN



INDIKATOR 6

Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra IPPD

(1/3)

Level 1l

Konsep kebijakan internal
terkait Layanan Jaringan Intra
IPPD belum tersedia atau
masih dalam bentuk draft.

Kriteria Bukti Dukung:

® Draf kebijakan
(peraturan/keputusan)

® Surat Edaran/Kebijakan lain

® Notulensi/catatan/laporan
hasil penyusunan kebijakan

® Undangan rapat
penyusunan kebijakan

® Dokumentasi aktivitas-
aktivitas penyusunan
kebijakan

Level 2

IPPD sudah memiliki
kebijakan internal terkait
pengoperasian Layanan
Jaringan Intra IPPD telah
ditetapkan, dan mengatur
penggunaannya pada
sebagian unit kerja.

Kriteria Bukti Dukung:

® Pengaturan/norma
pelaksanaan
pengoperasian Layanan
Jaringan intra IPPD bagi
sebagian unit
kerja/perangkat daerah
telah tertuang dalam
dokumen kebijakan IPPD

Level 3

IPPD sudah memiliki kebijakan
internal pengoperasian Layanan
jaringan Intra IPPD yang sudah
ditetapkan dan penggunaanya
sudah pada seluruh unit
kerja/perangkat daerah IPPD

Kriteria Bukti Dukung:

® Pengaturan/norma pelaksanaan
pengoperasian Layanan Jaringan
intra IPPD bagi seluruh unit
kerja/perangkat daerah telah
tertuang dalam dokumen
kebijakan IPPD

/

NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI ............(K/L/Pemda)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA .....c.coooviiiiininy

1

)

Pasal 13
Penggunaan Jaringan Intra |(K/L/Pemda) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a bertujuan
untuk menjaga keamanan dalam melakukan
pengiriman Data dan Informasi antarsimpul jaringan
dalam (K/L/Pemda).
Penyelenggaraan

Jaringan Intra (K/L/Pemda)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh
(K/L/Pemda) dan/atau yang dibangun oleh penyedia

jasa layanan jaringan.




INDIKATOR 6

Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra IPPD

(2/3)

Level 4

IPPD sudah menerapkan kebijakan internal terkait pengoperasian
Jaringan Intra IPPD secara menyeluruh yang mengatur
interkoneksi Layanan Pusat data antar Instansi Pusat, antar
Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan
Pemerintah Daerah yang direviu dan dievaluasi kebijakan
tersebut

Kriteria Bukti Dukung:

® Pengaturan sudah memiliki Kebijakan interkoneksi
pengoperasian jaringan Intra IPPD yang lengkap, serta
pengaturan integrasi penerapan SPBE antar IPPD

® Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi kebijakan
internal Jaringan Intra IPPD, bukti undangan rapat evaluasi,
dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi kebijakan
Jaringan Intra IPPD

(2) Penggunaan Jaringan Intra (K/L/Pemda) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan
sebagai berikut:

a. membuat keterhubungan dengan Jaringan Intra
pemerintah;

b. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang komunikasi dan
informatika; dan

c. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan
dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas

pemerintahan di bidang keamanan siber.

Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:
Pada Pengaturan Peraturan .............[Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Jaringan Intra ..............(K/L/Pemda) belum

disusun Petunjuk Teknis Jaringan Intra sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan.

Tindak Lanjut :
Dilaksanakan penyusunan.kebijakan turunan dari Peraturan ............(Pimpinan K/L/Pemda)
tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik sebagai Petunjuk Teknis Jaringan Intra




INDIKATOR 6

Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra IPPD

(3/3)
=

O

PERATURAN _...covvvvreercnrennennns
NOMOR ... TAHUN ...
Hasil Reviu Kebijakan SPBE
: TENTANG
Analisis:
Fada i i 5 em i PERUBAHAN KEBIJAKAN PERATURAN ........ccoovvvimiiiinnnnnnns NOMOR
Berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur emb ‘TAHUN ... TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI
belum disusun Petunjuk Teknis 7 n kas
ditetapkan. ---(K/L/Pemdal
Tindak Lanjut
Oilaksanakan p n darl PEraturan ........ (Pimpinan K/L/Pemda) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
tentang Sistem Pem Elektronik sebagai Petunjuk Teknis Pengembangan
Aplikasi
MENTERI/KEPALA .....ooovvvorrcennes .
Dokumen Reviu dan @ Kebijakan Baru
Tindak Lanjut
Dokumen Pendukung Turunan Kebijakan:
SK, SOP, Dokumen Tata Kelola/Manajemen
s -
o 313 Proses Banis Puset Pemal TN e ’
:: 314 Proses Bans Puser Teand —_— HOMOR KEF 2/ TN/ IK/04/ 201
333 Proves Bunm et Seins | oo oy
= is e s BN A v
=4 Pree——— |
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== B
] |
[===] I :
J%II =N ‘ PETUNJUK TEKNIS APLIKASI DI (K/L/Pemda)
T
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA ...
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Kebijakan Internal Sistem
Penghubung Layanan IPPD




“Sistem Penghubung Layanan merupakan perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan
pertukaran data/integrasi antar Layanan SPBE.”

TUJUAN/MANFAAT KEBIJAKAN

e Untuk mengatur penerapan Sistem penghubung Layanan IPPD agar sesuai dengan Perpres No.95
Tahun 2018.

e Untuk mendelegasikan tugas dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal sistem penghubung
layanan IPPD kepada unit kerja/perangkat daerah.

e Untuk memastikan komitmen unit kerja/perangkat daerah dalam melaksanakan ketentuan kebijakan
internal IPPD.




Ruang Lingkup

Kebijakan sudah mengatur implementasi sistem penghubung layanan IPPD
secara menyeluruh dan terpadu.

Kebijakan sudah mengatur arah keterhubungan layanan sistem penghubung
layanan IPPD dengan Instansi Pusat dan Pemda lainnya.

Kebijakan sudah dilakukan reviu/telaah terhadap perubahan kebutuhan,
teknologi, dan lingkungan; serta inisiatif kebijakan dalam
peningkatan/optimalisasi penerapan sistem penghubung layanan IPPD dengan
menghasilkan rekomendasi tindak lanjut.

Indikator 7: Penggunaan Sistem Penghubung Layanan IPPD




REFERENSI SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN IPPD

Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 33)

PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE
Standar Kemkominfo dan BSSN



INDIKATOR 7

Kebijakan Internal Sistem Penghubung Layanan IPPD

(1/3)

Level 1

IPPD belum atau baru memiliki
konsep pengaturan Sistem
Penghubung Layanan IPPD
namun masih bersifat
sementara/atau hanya
diterapkan di sebagian unit
kerja

Kriteria Bukti Dukung:

® Draf kebijakan
(peraturan/keputusan)

® Surat Edaran/Kebijakan lain

® Notulensi/catatan/laporan
hasil penyusunan kebijakan

® Undangan rapat penyusunan
kebijakan

® Dokumentasi aktivitas-
aktivitas penyusunan
kebijakan

Level 2

IPPD sudah memiliki pengaturan
Sistem Penghubung Layanan
Instansi Pusat/Pemerintah
daerah, namun hanya
diterapkan penggunaannya pada
sebagian unit kerja

Kriteria Bukti Dukung:

® Pengaturan/norma
penggunaan Sistem
Penghubung Layanan Instansi
Pusat/Pemerintah daerah
bagi sebagian unit
kerja/perangkat daerah telah
tertuang dalam dokumen
kebijakan kepala unit
kerja/perangkat daerah atau
dokumen kebijakan IPPD
lainnya

Level 3

IPPD sudah memiliki Pengaturan
Sistem Penghubung Layanan IPPD

yang diterapkan pada seluruh unit

kerja

Kriteria Bukti Dukung:
® Pengaturan/norma penggunaan Sistem

penghubung Layanan IPPD bagi seluruh unit
kerja/perangkat daerah telah tertuang dalam
dokumen kebijakan IPPD

)

Penggunaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (K/L/Pemda)

harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.

membuat keterhubungan dan akses Jaringan
Intra (K/L/Pemda) dengan jaringan pemerintah;
memenuhi standar interoperabilitas antar-
Layanan SPBE yang ditetapkan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi
dan informatika;

mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang komunikasi dan
informatika; dan

mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan
dari lembaga yang menyelenggarakan tugas

pemerintahan di bidang keamanan siber.

 membidang: tugas dan TUngsi ...............
(3) | Seluruh (Unit Kerja/Perangkat Daerah) di (K/L/Pemda)




INDIKATOR 7

. . Penggunaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah
Kebijakan Internal Sistem Penghubung Layanan IPPD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (K/L/Pemda)

harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

(2/3)

a. |membuat keterhubungan dan akses Jaringan

Intra (K/L/Pemda) dengan jaringan pemerintah;

Level 4 b. |memenuhi standar interoperabilitas antar-
IPPD telah menerapkan kebijakan internal terkait Sistem Layanan SPBE yang ditetapkan oleh menteri yang
Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah secara
menyeluruh dan telah mengatur keterhubungan dengan Sistem
Penghubung Layanan Pemerintah serta telah melakukan reviu dan-informatika;
dan evaluasi terhadap kebijakan tersebut secara periodik.

menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi

Kriteria Bukti Dukung: Hasil Reviu Kebijakan SPBE
® Pengaturan sudah memiliki kebijakan interkoneksi
penggunaan sistem Penghubung Layanan IPPD yang tertuang Analisis:
Seler A e kebijakan IPPD Pada I.’engaturanl Peraturan .............. (Pimpinan If/L/.Pemda) tentang Sistem Pemerint'ahan
Berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
® Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi kebijakan wernsennnn-(K/L/Pemda) belum disusun Petunjuk Teknis Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
internal Jaringan Intra IPPD, bukti undangan rapat evaluasi, sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan.

dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi kebijakan

; Tindak Lanjut :
Jaringan Intra IPPD indak Lanju

Dilaksanakan penyusunan kebijakan turunan dari Peraturan ............(Pimpinan K/L/Pemda)
tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik sebagai Petunjuk Teknis Sistem Penghubung
Layanan Pemerintah




INDIKATOR 7

Kebijakan Internal Sistem Penghubung Layanan IPPD

(3/3)
=

O

(K/L/Pemda)

PERATURAN _...covvvvreercnrennennns
NOMOR ... TAHUN ...
Hasil Reviu Kebijakan SPBE
TENTANG
Analisis:
eron e s PERUBAHAN KEBIJAKAN PERATURAN .......o.cooooiiinrinnnnn
Berbasis Elektronik Pasal .. yang ur TAHUN ... TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI
belum disusun Petunjuk Teknis
dtetakan. o= (K/L/Pemda)
Tindak Lanjut
Oilaksanakan p n darl PEraturan ........ (Pimpinan K/L/Pemda) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
tentang Sistem Pem n Elektronik sebagai Petunjuk Teknis Pengembangan
MENTERI/KEPALA .....ooovvvorrcennes .
Dokumen Reviu dan @ Kebijakan Baru
Tindak Lanjut
Dokumen Pendukung Turunan Kebijakan:
SK, SOP, Dokumen Tata Kelola/Manajemen
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Kebijakan Internal
Manajemen Keamanan
Informasi




“Manajemen keamanan informasi merupakan serangkaian proses yang meliputi penetapan
ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian,
evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.”

TUJUAN/MANFAAT KEBIJAKAN

e Untuk mengatur muatan manajemen keamanan informasi Instansi Pusat/Pemerintah daerah agar

sesuai dengan Perpres No.95 Tahun 2018.
e Untuk mendelegasikan tugas dalom melaksanakan ketentuan kebijakan internal manajemen

keamanan informasi kepada unit kerja/perangkat daerah.
e Untuk memastikan komitmen unit kerja/perangkat daerah dalam melaksanakan ketentuan kebijakan

internal keamanan informasi IPPD.




panrb

Ruang Lingkup . Kebijakan sudah mengatur penerapan manajemen keamanan informasi IPPD secara menyeluruh dan
terpadu
Kebijakan sudah dilakukan reviu/telaah terhadap perubahan kebutuhan, teknologi, dan lingkungan;
serta inisiatif kebijakan dalam peningkatan/optimalisasi manajemen keamanan informasi IPPD
dengan menghasilkan rekomendasi tindak lanjut.
Kebijakan sudah mengatur muatan manajemen keamanan informasi secara lengkap.
Manajemen keamanan informasi terdiri atas:
Penetapan ruang lingkup keamanan informasi — area pengaturan dan pemberlakuannya.
Penetapan tanggung jawab — pembentukan tim dan penugasan.
Perencanaan — penyusunan rencana kegiatan dan aktivitasnya.
Dukungan pengoperasian — penganggaran, sumber daya, sarana dan pra-sarana.
Evaluasi kinerja — mengukur dan memantau pelaksanaan kegiatan/aktivitas dan hasilnya.
Perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi SPBE — tindak lanjut hasil
rekomendasi audit/monev sebagai strategi keamanan.

Indikator 8: Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi




REFERENSI MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI

Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 40 s.d. 41)

PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE

Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE

Perban BSSN No. 4 Tahun 2021 - Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Standar Teknis dan
Prosedur Keamanan SPBE

ISO 27001



INDIKATOR 8

Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi

(1/3)

Level 1

IPPD belum atau telah memiliki
konsep kebijakan mengenai
Manajemen Keamanan
Informasi.

Kriteria Bukti Dukung:

® Draf kebijakan
(peraturan/keputusan)

® Surat Edaran/Kebijakan lain

® Notulensi/catatan/laporan
hasil penyusunan kebijakan

® Undangan rapat penyusunan
kebijakan

® Dokumentasi aktivitas-
aktivitas penyusunan
kebijakan

Level 2

IPPD telah menetapkan
kebijakan mengenai Manajemen
Keamanan Informasi namun
belum mengatur secara lengkap
cakupan Manajemen Keamanan
Informasi (penetapan ruang
lingkup, penetapan penanggung
jawab, perencanaan, dukungan
pengoperasian, evaluasi kinerja,
dan perbaikan berkelanjutan
terhadap Keamanan Informasi).

Kriteria Bukti Dukung:

® Pengaturan/norma
penerapan Manajemen
Keamanan Informasi, dimana
terdapat sebagian cakupan
Manajemen Keamanan
Informasi yang tertuang
dalam dokumen kebijakan
IPPD

+

Level 3

Kebijakan mengenai Manajemen
Keamanan Informasi telah
mengatur cakupan Manajemen
Keamanan Informasi secara
lengkap.

Kriteria Bukti Dukung:

® Pengaturan/norma
penerapan Manajemen
Keamanan Informasi berisi
cakupan (penetapan ruang
lingkup, penetapan
penanggung jawab,
perencanaan, dukungan
pengoperasian, evaluasi
kinerja, dan perbaikan
berkelanjutan terhadap
Keamanan Informasi)
diuraikan secara lengkap
yang tertuang dalam
dokumen kebijakan IPPD;

(1)

@)

(3)

)

(4)

Pasal 23

Manajemen keamanan Informasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 huruf b bertujuan menjamin
keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak
risiko keamanan Informasi.

Manajemen keamanan Informasi dilaksanakan oleh
seluruh (Unit Kerja/Perangkat Daerah) di (K/L/Pemda).

Manajemen keamanan informasi dilaksanakan melalui

serangkaian penetapan ruang lingkup

penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungar]

proses

pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan]
berkelanjutan.
Pelaksanaan manajemen keamanan Informasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan
oleh (Unit Kerja/Perangkat Daerah) yang membidangi
tugas dan fungsi ...l

Manajemen keamanan Informasi dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

2)

(3)

Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2) huruf i, mencakup keamanan sumber

daya:

a. data dan informasi;
b. Infrastruktur SPBE I; dai
c¢. Aplikasi SPBE

Keamanan SPBE L sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

a. penjaminan Kerahasiaan;
b. penjaminan keutuhan;
c. penjaminan ketersediaan;

d. penjaminan keaslian; dan

e. penjaminan Kenirsangkalan.

Penjaminan Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a dilakukan melalui penetapan klasifikasi
keamanan, akses, dan

pembatasan pengendalian

keamanan lainnvya.




INDIKATOR 8 (1) | Setiap satuan kerja harus meherapkan Keamanan SPBE

Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi 1 dalam penyelenggaraan SPBE L........

(2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE { dan

menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE |
(2 /3) kepala satuan kerja dapat melakukan konsultasi
dan/atau koordinasi dengan kepala satuan kerja yang

menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi

informasi dan komunikasi dan kepala badan yang
Level 4

menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang

" X keamanan siber.
Kebijakan telah mengatur penerapan Manajemen Keamanan

Informasi untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di IPPD dan
kebijakan telah direviu dan dievaluasi secara periodik.

(3) Penyelesaian permasalahan Keamanan SPBE 1]

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kriteria Bukti Dukung:
® Pengaturan/norma penerapan Manajemen Keamanan
Informasi bagi seluruh unit kerja/perangkat daerah di IPPD

yang tertuang dalam dokumen kebijakan IPPD. Hasil Reviu Kebijakan SPBE
® Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi kebijakan
internal penerapan Manajemen Keamanan Informasi, bukti Analisis:
. .. . Pada Pengaturan Peraturan ............(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan

undangan rapat evaluasi kebijakan internal penerapan : : - .

) - . Berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Manajemen keamanan ..............(K/L/Pemda)
Manajemen Keamanan Informasi, dan/atau dokumentasi belum disusun Petunjuk Teknis Manajemen keamanan sesuai dengan amanat yang telah
aktivitas-aktivitas evaluasi kebijakan internal penerapan ditetapkan.

Manajemen Keamanan Informasi.
Tindak Lanjut :

Dilaksanakan penyusunan kebijakan turunan dari Peraturan .............(Pimpinan K/L/Pemda)
tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik sebagai Petunjuk Teknis Manajemen
keamanan

v




INDIKATOR 8

Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi

(3/3)
=

O

PERATURAN ....ooeeerrnrssseseeenes
Hasil Reviu Kebijakan SPBE NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
ooy AR . PERUBAHAN KEBIJAKAN PERATURAN ......o..coooiiiiriiinnnnns NOMOR ...
Berbasis Elektronik Pasal . yang mengatr te b TAHUN ... TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI
belum disusun Petunjuk Teknis Pengs R:
e 772 (K/L/Pemda)
Tindak Lanjut :
Oilaksanakan p n darl PEraturan ........ (Pimpinan K/L/Pemda) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
tentang Sistem Pem: n Elektronik sebagai Petunjuk Teknis Pengembangan
Aplikasi
MENTERI/KEPALA ....covcoovnnnreneees s
Dokumen Reviu dan @ Kebijakan Baru
Tindak Lanjut
Dokumen Pendukung Turunan Kebijakan:
SK, SOP, Dokumen Tata Kelola/Manajemen
>
B e —— - s
= ] e | is o s ] PETUNJUK TEKNIS APLIKASI DI (K/L/Pemda)
25 L el 3310 Proses Buns Per Teand
..:::_. ! B DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
il [ el 1 MENTERI/KEPALA w.....cooccccmivin ,
ey etz ==
o AL == L. . .
e . = memuat susbstansi indikator sesuai arah rekomendasi r
e f =
=== Raa I t |
i
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Kebijakan Internal Audit TIK




“Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan proses yang sistematis untuk
memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset TIK dengan tujuan untuk
menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria
dan/atau standar yang telah ditetapkan.”

TUJUAN/MANFAAT KEBIJAKAN

e Untuk mengatur muatan Audit TIK pada IPPD agar sesuai dengan Perpres No.95 Tahun 2018.
e Untuk mendelegasikan tugas dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal audit TIK kepada unit

kerja/perangkat daerah.
e Untuk memastikan komitmen unit kerja/perangkat daerah dalam melaksanakan ketentuan kebijakan

internal audit TIK IPPD.




Ruang Lingkup

Kebijakan sudah mengatur arah pelaksanaan Audit TIK pada IPPD secara menyeluruh dan
terpadu
Kebijakan sudah dilakukan reviu/telaah terhadap perubahan kebutuhan, teknologi, dan
lingkungan,; serta inisiatif kebijakan dalam peningkatan/optimalisasi audit TIK IPPD dengan
menghasilkan rekomendasi tindak lanjut.
Kebijakan sudah mengatur muatan internal audit secara lengkap.
Audit TIK terdiri atas: Audit Infrastruktur; Audit Aplikasi SPBE; dan Audit Keamanan
SPBE
Audit TIK meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:

Penerapan tata kelola dan manajemen TIK

Fungsionalitas TIK

Kinerja TIK yang dihasilkan

Aspek Teknologi informasi dan Komunikasi lainnya

Indikator 9: Kebijakan Internal Audit TIK




REFERENSI AUDIT TIK

Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 55 s.d. 58)

PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
Permenkominfo No. 16 Tahun 2023 - Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit TIK
Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE
Standar/ketentuan teknis Audit Aplikasi dan Infrastruktur BRIN

Standar/ketentuan teknis Audit Keamanan BSSN



INDIKATOR 9

Kebijakan Internal Audit TIK

(1/3)

Level 1
IPPD belum atau baru memiliki

konsep kebijakan mengenai
Audit TIK

Kriteria Bukti Dukung:

® Draf kebijakan
(peraturan/keputusan)

® Surat Edaran/Kebijakan lain

® Notulensi/catatan/laporan
hasil penyusunan kebijakan

® Undangan rapat penyusunan
kebijakan

® Dokumentasi aktivitas-
aktivitas penyusunan
kebijakan

Level 2

IPPD sudah menetapkan
kebijakan mengenai Audit TIK
namun belum lengkap
mengatur tentang cakupan
ruang lingkup Audit TIK

Kriteria Bukti Dukung:

® Pengaturan/norma
Penerapan Audit TIK, dimana
terdapat sebagian cakupan
audit TIK yang tertuang
tertuang dalam dokumen
kebijakan IPPD

Level 3

Kebijakan mengenai Audit TIK telah
mengatur cakupan Audit TIK secara
lengkap

Kriteria Bukti Dukung:
® Pengaturan/norma

penerapan AUDIT TIK telah
berisi cakupan lengkap (Audit
infrastruktur SPBE, Audit
Aplikasi SPBE dan Audit
Keamanan SPBE) diuraikan
secara lengkap dan telah
tertuang dalam dokumen
kebijakan IPPD

(1)

()

©]

BAB IV
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 30
Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan
secara berkala untuk memastikan keandalan dan
keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi.
Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
a. |audit Infrastruktur SPBE;
b. |audit Aplikasi SPBE; dan
c. |audit Keamanan SPBE.
Audit  Teknologi Informasi dan Komunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi
pemeriksaan hal pokok teknis pada :
a. |penerapan tata kelola dan manajemen teknologi
informasi dan komunikasi;
b. |fungsionalitas teknologi informasi dan
komunikasi;
c. |kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang
dihasilkan; dan

d. |aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.




INDIKATOR 9

Kebijakan Internal Audit TIK

(3) Audit teknologi informasi dan komunikasi dilakukan
( 2 / 3) dengan melakukan pemeriksaan hal pokok teknis pada:
a.penerapan tata kelola dan manajemen teknologl
informasi dan komunikasi;
L evel 4 b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi; (1) Andit Tﬁknﬂ?ﬂg Informasi ] dan . )
c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang (K/L/Bemda) dilaksanakan oleh tim auditor di bawah
S . .. . . dihasilkan; dan koordinasi  (Unit  Kerja/Perangkat Daerah) yang
Krltgrla tingkat 3‘tela‘h terper]uhl dan‘kebuakan |r.1te|"nal terkait 4. aspek trkoolog informasi dan kunmunikasi linoya. membidangi sistem pengendalian internal pemerintah.
Audit TIK telah direviu dan dievaluasi secara periodik 4 [ Audit teknologi informasi dan komunikasi scbagaimand (2) |Tim auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh lembaga ditefapkan dengan Keputusan ...........{Pimpinan
Kriteria Bukti Dukung: pelaksana Audit teknologi informasi dan komunikas| IK/L/EﬂmdaJ
® Pengaturan/norma penerapan Audit TIK bagi seluruh Unit pemerintah atau lembaga pelaksana Audit teknolog| (3) |Audit Teknologi Informasi dan  Komunikasi
kerja/Perangkat daerah telah tertuang dalam dokumen informasi dan komunikasi yang terakreditasi sesual dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua)
kebijakan IPPD dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. tahun.
® Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi kebijakan (5) | Sebagai persiapan pelaksanaan audit teknologi informas (4) |Audit  Teknologi Informasi dan  Komunikasi
internal penerapan Audit TIK, bukti undangan rapat evaluasi, dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan  berdasackan  Lelenluan  persluran,
dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi kebijakan satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi d\ perundang-undangan.
Audit TIK bidang teknologi informasi dan komunikasi melakukar
audit internal paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
Hasil Reviu Kebijakan SPBE
Analisi:
berbass itk el . 7o, gt 1HKAt e T e fPerri) bl

ditemukan pengaturan terkait pelaksanaan Reviu berkala pada kebijakan Audit TIK yang telah
disusun.

Tindak Lanjut :
Dilaksanakan revisi kebijakan atas Peraturan .........(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem
i i berkala pada Audit TIK yang

telah disusun.




INDIKATOR 9
Kebijakan Internal Audit TIK

(3/3)
=

O

NOMOR ...
TENTANG

Hasil Reviu Kebijakan SPBE

‘TAHUN ... TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI
...(K/L/Pemda)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA .......coovvnninennns v

Dokumen Reviu dan @ Kebijakan Baru
Tindak Lanjut

Dokumen Pendukung Turunan Kebijakan:
SK, SOP, Dokumen Tata Kelola/Manajemen

=
. Oafar: o 313 Proses Banis Puset Pemal
- Outes Guontees. o) 314 Proses Banis Puset Tesnd
o Onrhes - 315 Proses SBane Puset Sens |
= . Sile. it o e e
sy — \ rroses s Pt pecer
13 Sesarmn IPALA T L Proses Besne Puset Tesnd
14 s Penerman oA Foesns s Piset el PETUNJUK TEKNIS APLIKASI DI (K/L/Pemda)
2 i— e ks

npﬁ%’«?ﬂ?’mn DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
T Ams T "

Jra—

fe] £ ]

=R T

23 vesk e, e e Mirgnl
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Kebijakan Internal Tim
Koordinasi SPBE IPPD




“Tim Koordinasi SPBE IPPD merupakan para pejabat dalam tim yang diberi tugas untuk mengendalikan,
mengarahkan, dan mengevaluasi SPBE, termasuk didalamnya melaksanakan perumusan kebijokan dan
penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing”

Dapat disejajarkan dengan Tim Pengarah TIK, Komite Pengarah TIK, ataupun Steering Committee; namun
memiliki tugas dan fungsi yang terkait dengan Tim Koordinasi SPBE; Tim Koordinasi SPBE IPPD dipimpin oleh
seorang koordinator yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pusat/Kepala Daerah.

TUJUAN/MANFAAT KEBIJAKAN

e Untuk mengatur terkait tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE IPPD agar sesuai dengan Perpres No.95
Tahun 2018.

e Untuk mendelegasikan tugas dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal tim koordinasi SPBE
kepada unit kerja/perangkat daerah

e Untuk memastikan komitmen Pejabat terkait dalam melaksanakan ketentuan kebijakan internal Tim
Koordinasi SPBE IPPD.

(&)




panrb

Ruang Lingkup

Kebijakan sudah mengatur tugas-tugas Tim Koordinasi SPBE IPPD yang mendukung
pelaksanaannya secara menyeluruh dan terpadu.

Kebijakan sudah mengatur tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE IPPD dengan Instansi Pusat dan
Pemda lainnya secara menyeluruh atau pada semua unit kerja/perangkat daerah.

Kebijakan sudah mengatur arah koordinasi, kerjasama atau integrasi SPBE IPPD dengan Instansi
Pusat dan Pemda lainnya secara menyeluruh atau pada semua unit kerja/perangkat daerah.
Kebijakan sudah dilakukan reviu/telaah terhadap perubahan kebutuhan, teknologi, dan lingkungan;
serta inisiatif kebijakan dalam peningkatan/optimalisasi tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE
IPPD dengan menghasilkan rekomendasi tindak lanjut.

Tiap pimpinan IPPD mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE.
Koordinator Tim Koordinasi Instansi Pusat dijabat oleh sekretaris atau pejabat yang memimpin unit
sekretariat.

Koordinator Tim Koordinasi Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah dan dijabat oleh
sekretaris daerah.

Tim Koordinasi SPBE memiliki tugas dan fungsi untuk mengendalikan, mengarahkan, dan
mengevaluasi SPBE, termasuk didalamnya melaksanakan perumusan kebijakan dan penerapan
SPBE di IPPD.

Indikator 10: Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE IPPD




REFERENSI TIM KOORDINASI SPBE IPPD

Perpres No. 95 Tahun 2018 - SPBE (Pasal 59 s.d. 61)

PermenPANRB No.59 Tahun 2020 - Pemantauan dan Evaluasi SPBE
KepmenPANRB N0.965 Tahun 2021 - Tata Kerja Tim Koordinasi SPBE
Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE



INDIKATOR 10

Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE IPPD

(1/3)

Level 1

IPPD belum atau baru memiliki
konsep kebijakan internal untuk
mendukung tugas dan fungsi
Tim Koordinasi SPBE

Kriteria Bukti Dukung:

® Draf kebijakan
(peraturan/keputusan)

® Surat Edaran/Kebijakan lain

® Notulensi/catatan/laporan
hasil penyusunan kebijakan

® Undangan rapat penyusunan
kebijakan Internal
pelaksanaan tugas dan fungsi
Tim Koordinasi SPBE

® Dokumentasi aktivitas-
aktivitas penyusunan
kebijakan pelaksanaan tugas
dan fungsi Tim Koordinasi
SPBE

Level 2

IPPD sudah memiliki kebijakan
internal yang mencakup tugas-
tugas Tim koordinasi SPBE yang
diterapkan hanya pada sebagian
Unit kerja atau sebagian
perangkat daerah

Kriteria Bukti Dukung:

® Pengaturan/norma
pelaksanaan tugas dan fungsi
Tim Koordinasi SPBE, hanya
mencakup sebagian unit
kerja/perangkat daerah yang
tertuang dalam dokumen
kebijakan unit
kerja/perangkat daerah atau
kebijakan IPPD lainnya

Level 3

Kebijakan internal mencakup
pengaturan tugas-tugas Tim
Koordinasi SPBE yang diterapkan di

BABV
PENYELENGGARA SPBE

Bagian Kesatu
Susunan organisasi

Pasal 42

(1) | Penyelenggara SPBE terdiri atas:
a. Tim pengarah;
b. Tim koordinasi; dan
c. Sekretariat.

(2) “Keamnggotaaur Penyeleniggara SPBE sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan

semua unit kerja atau semua
perangkat daerah

Kriteria Bukti Dukung:

® Pengaturan/norma pelaksanaan
tugas dan fungsi Tim Koordinasi
SPBE IPPD yang telah
mendukung penerapan SPBE
pada seluruh unit
kerja/perangkat daerah yang
tertuang dalam dokumen
kebijakan IPPD.

® Tim Koordinasi SPBE memiliki
tugas dan fungsi untuk
mengendalikan, mengarahkan,
dan mengevaluasi SPBE,
termasuk didalamnya

Pasal 43
(1) Keanggotaan tim pengarah SFBE sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. Ketua : Kepala Lembaga

b. Sekretaris : Kepala satuan kerja yang

menyelenggarakan tugas dan fungsi di

bidang  teknologi informasi dan
komunikasi
c. Anggota Pejabat pimpinan tinggi madya di
: lingkungan
(2) Tim pengarah SPBE ~ "~ 7~ sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mempunyai tugas memberikan arahan kebijakan
dan penerapan SPBE
(3)| Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada]

ayat (2), tim pengarah menyelenggarakan fungsi:

a. memfasilitasi perencanaan dan implementasi inisiatif]
program dan kegiatan SPBE;

b. memfasilitasi penerapan tata kelola dan manajemen
SPBE;

c. memfasilitasi proses koordinasi, kerja sama, atau
integrasi pihak-pihal]

penerapan SPBE dengan

melaksanakan perumusan
kebijakan dan penerapan SPBE di
IPPD.




INDIKATOR 10

Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE IPPD

(2/3)

Level 4

IPPD sudah memiliki arah koordinasi, kerja sama atau integrasi
penerapan SPBE dengan instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain
yang dituangkan pada tugas-tugas Tim Koordinasi SPBE dan
kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara
periodik

Kriteria Bukti Dukung:

® Pengaturan/norma pelaksanaan tugas dan fungsi Tim
Koordinasi SPBE yang mengatur arah koordinasi, kerja sama,
atau integrasi secara vertikal atau horizontal

® Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi kebijakan
internal Tim Koordinasi SPBE, bukti undangan rapat evaluasi,
dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi kebijakan
internal Tim koordinasi SPBE IPPD

(2) Anggota Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) Tim koordinasi SPBE

(1) berasal dari satuan kerja yang menyelenggarakan tugas

dan fungsi di bidang layanan administrasi pemerintahan

berbasis elektronik dan/atau menyelenggarakan tugas dan

fungsi di bidang layanan publik berbasis elektronik.

sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mempunyai tugas:

a. mengarahkan, memantau, dan  mengevaluasi
pelaksanaan SPBE wniw «uy, dan

b. melakukan koordinasi dengan tim koordinasi SPBE
Nasional untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan

lintas instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

)

c. memfasilitasi proses koordinasi, kerja sama, atau
integrasi penerapan SPBE dengan pihak-pihak
eksternal dalam dan luar negeri;

d. melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil
rekomendasi pemantauan dan evaluasi penerapan
SPBE;

e. mengatur pemantauan, penilaian, dan evaluasi

kebijakan SPBE secara berkala terhadap perubahan

peraturan perkembangan teknologi dan/atau
kebutuhan dan
f. mengatur  pelaksanaan manajemen  perubahan

kebijakan SPBE.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2) tim
pengarah dapat mengikutsertakan pihak akademisi
dan/atau Masyarakat Teknologi Informasi dan Komunikasi
untuk menghasilkan birokrasi yang integratif,
dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan
kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif,
dan adaptif.

Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:

Pada Pengaturan Peraturan ........(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan
berbasis Elektronik Pasal .. yang mengatur terkait Audit TIK .........(K/L/Pemda) belum
di kan pe 1 terkait pelak Reviu berkala pada kebijakan Audit TIK yang telah

disusun.

Tindak Lanjut :
Dilaksanakan revisi kebijakan atas Peraturan ...........(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem
Pemerintahan berbasis Elektronik untuk menambahkan proses reviu berkala pada Audit TIK yang
telah disusun.




INDIKATOR 10
Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE IPPD

(3/3)
=

O

PERATURAN ......oovorrmnrinnnnrannens
Hasil Reviu Kebijakan SPBE NOMOR ... TAHUN ...
i TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN PERATURAN ........ccoooumiieiinniinns NOMOR
TAHUN ... TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI
........... (K/L/Pemda)
Oilaksanakan v n darl PEraturan ........ (Pimpinan K/L/Pemda) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
tentang Sistem Pem Elektronik sebagai Petunjuk Teknis Pengembangan
Aplikasi
MENTERI/KEPALA .....cocoorvanernnne .
Dokumen Reviu dan @ Kebijakan Baru
Tindak Lanjut

Dokumen Pendukung Turunan Kebijakan:

SK, SOP, Dokumen Tata Kelola/Manajemen
KEPUTUSAN ......cccoomnmimnnmninnnnnns
NOMOR ... TAHUN
TENTANG — -
PETUNJUK TEKNIS APLIKASI DI (K/L/Pemda) R (oo ik o e s s ,
Proses Sane et L
333 Proves Bunm et Seins | S oo |
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WEN nsan s Pus Sotes =
Pree——— |
318 Proses s Pum Tewnd
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17 At St irnermastorat 71 s P - =
DN i - =i {[ ]
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.




Tindak Lanjut dan Rencana Aksi

Koordinasi Internal Merumuskan Kebijakan Menetapkan Kebijakan
SPBE
Seluruh unit kerja dan

Melakukan proses Penetapan
perangkat daerah Menyusun kerangka kerja

(pembahasan/harmonisasi/uji

melakukan koordinasi a kebijakan (tata kelola, e publik, dan pengesahan)

internal, untuk merumuskan manajemen, dan layanan Kebijakan Internal IPPD
Kebijakan Internal SPBE SPBE) sesuai dengan

IPPD. Kegiatan ini dapat urgensi dan kondisi IPPD,

dikoordinasikan oleh serta ketentuan (Perpres

Koordinator SPBE 95/2018)

Template Kebijakan Internal untuk seluruh Penerapan SPBE dapat diunduh di sini :

https://bit.ly/KebijakanGenerikSPBE


https://bit.ly/KebijakanGenerikSPBE

panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

TERIMA
KASIH
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